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PEHERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN

BINAS PDNIDIDIKAN IDAN <EBTIIDAYAAN

ll. H. fuus Salim * Painan Telp [0756) 21602

SURf,T PERITilIItrT PEltIBErutrN BtrNTUtrT
DITiltr trLOIItrSI IIHUSUS FISIK

IGEIATA}I:

PEMBANGTINAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOIIUI MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2OI

Antara

EIEHI{IAH DAERAH IGBUPATE}I FES'S|R SEI,ATA}I

dengan

IGPAU SEIOI.AI{ SI,IS{ I LUM}IE

Nomor

Tanggal

: t7 I lrt I SARPRAS/DAK.PSMP/SWK/ DpK-ps I 2OZo

: 02APRIL2O2O

E [Eri ini Kamis

bdrii:

!- llama

L Jabatan

1 Alamat

L ilama

1- Jabahn

t" Ahmat

untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C4. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
*!it' disebut PIHAK pERTAt A

tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di

: EUDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Il. H. Agus Salim - Fainan

: SUNAR"DI,S.P4M.TPd

: Kepala UPT SMPN I Lunang

: Kp. iledanJaya Lunang

EfrR dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasart<an Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.
qrUq/BPSDM-2Ol8 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut qIHAKKEDUA,
Effi PERTAIIA dan PrHAK KEDUA secara bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari
lTErilfurya haFhal sebagi berikut :

L Bahwa undang-undarg Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan tayanan dan
kernudahan serta menjamin tersetenggamnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
nqprc tanpa diskiminasi;



NonmSPPB
Tmggal

: 17[V/SAP,PRASPAKPSM?F|W/o?K-4SA02O
: 02!,rt2t20

hl 45 a)rat (r) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap sahran pendidikan formal
dan rpn formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuaa dergan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisilg kecerdasan intele6ual, sosial,
erncicnal, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal'{6 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggunqiawab bersama antara pemerintah,

Pernerintah daerah dan masyarakat;

hal '+6 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
anggarcn pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
f.lqara Republik Indonesia Tahun 1945;

BatnYa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan satah satu prioritas pembangunan

nasinnl, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerinbh provinsi, Kabupaten/Kota
rndakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah bei:erapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang rnewa;ibkan setiap satuan pendidikan memilik sarana prasarana pendidikan untuk
nrenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
perdiiJil<an;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
EnEng Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secaE swakelola
png ditetapkan oleh Kepala sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Esik Bidang Pendtdikan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa untuk peningkatan Prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Fehksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.0r.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2oZO);

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengilct diri dalam suatu perjanjian pemberian

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
&l qant<yaratsepefti datam pasal-pasaldi bawah ini :

P*jar{ ian Pe mfu r ian Bantuut



NanorSPPB
Tanggal

: 77/IVTS ARPRAS/D AKP SMP/*NK/DPK-P S2.A2O

: A2Ayd2020

Pasal 1
!.laksud dan Tujuan

tinjian ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggann 2020 dimaksudkan

un* rnendanai kegiatan pernbangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

Rrfna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan pmsarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

ptffikan. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

ffir serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Rrilpn Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

-ryelesaikan 
pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN t Lunang yanE

Brti:
L Rehabilitasi Ruang Guru,

Pasal 3

Iangka Waktu Pelaksanaan

L htgl<a waKu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

lalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di

rcftening PIHAK KEDUA.

L PIIUIK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling

bnbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

kndidikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

3. Fdaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

zJ20.

Pasal 4

PrinsipPrinsip Pekerjaan

Fririgprinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L Fdaksanaan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

L Fenerapan asas efektifitas, efsiensi, transparansi dan akuntabilihas,

3. Fengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegi.ahn,

{- O$imalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

%a Perjaiian Pembertafi Bdntual



NataarSPPB
Talggol

: 77IV/SAWRAS/DAKPSMP/SINWPK-PS2A2O
: 02 Ayril2020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

MIPERTATTIA:

{ t}ttyahtrkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

Gfui Sahran Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jarplo waktu pelaksanaan

Sgaimana dimaksud dalam pasal 3.

S ertarpgung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di Ungkat

l{*ryaten.
q ifernberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan petaksanaan DAK Bidang

kndilikan.

{ l{ehbanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK BiCang Pendidikan.

EllX KEDUA:

e! ffinggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
dren pendidikan (Sekolah).

Df ttEnbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ciitingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

Q tNdapcrkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PB|IAHA.

O l*ncatat dan melaporkan aset yang dipercleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
?ERTAII|A.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

Rfranaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagaiberikut :

tlHAl( XEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus metibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat
srrlggai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L tDlAl( XEDUA dalam mengelota DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis

ftt Fetunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,
c" IEIIICKEDUA membuat laporan se<irrt berkala mengenai pelalaanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

bFada PIHAK PERTAMA,

a. IIll l( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

bporan kernajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
c. ;IHAK IGDUA wajib melakukan pencatabn penerimaan dan pengetmran datam buku kas serta

pebporan keuangan dari hasil pekerjaan,

t ,IHAI( KEDUA berkewajiban memungut dan sekatigus menyetorlon pajak-pajak yang terkait dengan
pehksarnan pekerjaan serta menyimpan buKi-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan perafuran

Fi.rdarE-undangan,

b fuinjia Pemfurian Banfimt



NunorSPPB
Torygal

: I7IV/SAKPRASID AKPSMP(STVWoPK-PSPA20
: AApfl2UlO

PIHAK KEDUA berkorajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA yang

dfuiangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,

?IHAK KEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

lnggaran 2020,

?IllAK KEDUA berbnggung jawab penuh terhadap pengelolaan seh:ruh dana DAK Fisik Bidang

Fend'xlikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari PIHAK PERTAII{4,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan

Ham pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

Paslihtor yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

?DIAK PERTAMA mempunyai hak untuk menolak seUap hasil pekerjaan yang tidak seuai dengan

brenfu an pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

IH( Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIFIAK PERTAMA kepada PIHAK

mUA sebesar Rp. 325.000.000,- Cliga ratus dua puluh iima juta rupiah) dengan rincian sebagai

Eikut:
a) Rehabilitasi ruang guru = Rp.325.000.000,-

L hra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

hal2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyalumn dana sebagaimana dimakud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

L Tdrap I : 25o/o (Dua puluh lima persentus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini

ffiatangani kedua belah pihak beseft dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERIAMA,

L Tilrap II;45Vo (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana snuakelola apabila pekerjaan telah

fiErupai bobot 20olo (Dua puluh perserahrs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

ge*erjaan,

t" Tdrap III : 30Yo (l-tga puluh perseratus) dari keseluruhan dana wrrakelola apabila pekerjaan telah

nrermpai bobot 650/0 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

tsnajuan pekerjaan.

b Wkn Pemfurian Banluan
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Tanggal

: 77IV/SARPRAS/DAKPSMP/$/W,/DPK-P52020
:02Apfl2020

F&q/aran dlsalurkan/transfer ke rekening prHAK KEDUA dengan rincian sbb :

frra Rekening :

hEr Rekening : l90t.O2lO.O71S5-4

lm Bank : Bank Nagari Cabang pembantu Sitaut

Pasal 1O

Force Majeure

fu Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

dftdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat teriaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

-tlt' epidemik, pepera ngan, pemogokan, sabotase, pem beronta ka n/kerusuha n.

Fta terjadi force majeure maka PIHAK KFDUA segera memberitahukan kepada PIHAK
ETAIIA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waku 14 (empat belas) hari sejak
rlFdtnltEt force maieure Cengan drlengkapi buktiteftulis y,ang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Edasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
* PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
rhr rnenolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

Ha permohonan teftulis ciari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

ftrkan perubahan perja njian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Pasal 1l
Sisa Dana

rFh'la PIHAK KEDUA dalam metaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana nraka dapat

Qmakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,
& sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dnebrkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

tDl l( IGDUA wajib membuat laporan secan berkata mengenai pelakanaan pekerjaan / kemajuan
pEnerFan kepada PIHAK pERTAltA.

Elff XEITUA wajib membuat dan menyenhkan kepada PIHAK PERTAi|A dokumentasi kegiatan

hlehnglapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

t|&iESla Penberin Bontuqt
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Nanor SPPB
Tanggal

: 1 7/IVISARPRAS/D AKPSMP/$^IWPK-PS[2020
: 02AVril2020

lrynr pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

EfAllA sehmbat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat setesainya pelaksanaan

FrhrFan, dilampiriantara lain :

a) Berfta Acara Serah Terima,

b) edci pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengEluaran lainnya,

c) hdCi setoran pajal$

d} B*ti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

ffia dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Ertnn yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

$Ena sepihak dapat mem utuska n/meng hentikan pekerjaan tersebut.

huhrsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

rrgpmbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenalon sanksi sesuai dengan

hnhran perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kdua belah pihak di Painan, pada hari dan

Ersebut di ahs. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUAI

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran$lunr SMPil I Lunang

14 "\

J}
s'_r -=.,,..\,srsiii ]7

Nip. 19751128 200604 1 005

b Wimt Pembeian Banuan
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